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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis serta aspek pendekatan sosiologis dari
inkonsistensi Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan atas perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri
berdasarkan prinsip vested rights terhadap peristiwa pencatatan oleh petugas
catatan sipil. Inkonsistensi tersebut mengakibatkan adanya benturan antara
pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan vested rights
dengan hukum perkawinan Indonesia berdasarkan hukum agama ketika pasangan
WNI beda agama tersebut kembali ke Indonesia yang kemudian berdampak pada
keabsahan tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian
yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan
yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan prinsip
vested rights dalam ilmu Hukum Perdata Internasional terhadap keabsahan
tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil berdasarkan hukum Indonesia.

Hasil yang diperoleh penelitian ini berupa adanya inkonsistensi dari Pasal 56 ayat
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pelaksanaan
perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan vested rights dengan hukum
perkawinan Indonesia berdasarkan hukum agama yang memberikan dampak
terhadap keabsahan tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil sebagai
kewajiban pasangan WNI tersebut ketika kembali ke Indonesia. Maka untuk
mengatasi persoalan tersebut, dalam penelitian ini menawarkan solusi atas
polemik tentang perkawinan beda agama bahwa pengaturan perkawinan beda
agama perlu ditinjau berdasarkan pendekatan secara sosiologis mengingat
masyarakat Indonesia yang majemuk dan perkawinan beda agama merupakan
persoalan Hukum Perdata Internasional.

Kata kunci : Keabsahan Tindakan Petugas Catatan Sipil, Perkawinan Beda

Agama Di Luar Negeri, Vested Rights
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia
yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan),
merumuskan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 sebagai berikut:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

»1 Ppasal 1

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang hanya
sebagai urusan yang bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga
dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang
wanita dalam satu rumah tangga’. Berdasarkan pengertian perkawinan
tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial
dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan hukum antara suami dan
istri. Sementara, hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau
masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Adapun, aspek religius
yaitu dengan adanya klausul “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal®. Hal ini

dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa:

“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang
pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai
hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan
bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tersebut unsur batin/rohani juga

mempunyai peranan yang penting.”

! Djaja Sembiring Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2014,
him.51

2 Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan
Pancasila”, Volume 3 No.1 Jurnal llmu Hukum.

® Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016,
him.2



Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lainnya, seperti dalam
syarat sahnya perkawinan, dan larangan-larangan perkawinan. Dalam Pasal 2
ayat (1) UU Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan disebutkan
bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Adapun dalam larangan
perkawinan, Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan menyatakan bahwa,
“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang

oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan
di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama dan/atau
mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia, sehingga perkawinan
yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau melanggar hukum agama, dianggap
tidak sah menurut hukum negara Indonesia. Hal ini, dapat dikatakan masih
terdapat variasi dalam unifikasi hukum perkawinan yaitu hukum perkawinan
menurut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu.’
Kemudian karena agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia
hanya ada 6 (enam), maka perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara
agama lIslam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu diakui sebagai
perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilaksanakan di luar dari tata cara
perkawinan 6 (enam) agama akan dianggap tidak sah. Perkawinan yang tidak
sah tersebut dengan sendirinya tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
oleh pegawai pencatat perkawinan. Pernyataan tersebut dapat diartikan juga,
bukan perkawinan yang sah menurut negara dan perkawinan itu tidak
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.®

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk khususnya

bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya adalah
dalam menjalani kehidupannya, masyarakat sering kali dihadapkan pada

*Id, him 2-3

* Id, him.3

® Wila Chandrawia Supriadi, Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan,
Bandung: CV Mandar Maju, 2001, him. 9-10



perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal baik dari segi kebudayaan, cara
pandang hidup maupun dari segi pola interaksi antar individunya. Dalam hal
ini yang menjadi perhatian dari pemerintah adalah masalah hubungan antara
umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama
ini berupa perkawinan beda agama yang khususnya perkawinan antara wanita
Muslim dengan pria non-Muslim.” Akibatnya, perkawinan tersebut tidak sah
menurut hukum agama karena keabsahan perkawinan dalam hukum
perkawinan di Indonesia didasarkan pada hukum agama (Pasal 2 ayat (1) UU
Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”)

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang pria dan
seorang wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan
satu sama lainnya. Perkawinan beda agama bisa terjadi antara sesama WNI
yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan
agama/kepercayaan dan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan
wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya
memiliki perbedaan agama/kepercayaan.® Umumnya, selain undang-undang
yang berlaku di Indonesia, ajaran agama ternyata sedikit banyaknya juga
menjadi “penghalang” perkawinan sehingga di antara mereka sebagian besar
berinisiatif melakukan perkawinan di luar negeri® (Dalam pembahasan
penelitian ini, penulis akan membahas perkawinan beda agama antar sesama
WNI yang dilakukan oleh wanita Muslim dengan pria non-Muslim di luar
negeri).

Berdasarkan paparan di atas, maka perkawinan antar pemeluk agama
yang berbeda (selanjutnya disebut dengan “perkawinan beda agama”) masih
menjadi polemik dalam hukum perkawinan di Indonesia yang berdasarkan

hukum agama.

7 Abdul Halim, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”,
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol.1 No.1 Edisi Juni 2016, him.67
8

Id, him.69
? Sirman Da hwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia,
Bandung: CV Mandar Maju, 2016, him.247



Setelah berlakunya UU Perkawinan, secara tegas perkawinan campuran
dinyatakan dalam Pasal 57 bahwa:

“Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka perkawinan beda agama bukan lagi
termasuk dalam perkawinan campuran.’® Pengaturan mengenai perkawinan
beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia
sehingga masalah perkawinan beda agama tersebut menimbulkan
ketidakjelasan apakah diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan
beda agama menurut hukum Indonesia. Artinya, ketidaktegasan status hukum
perkawinan beda agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum
perkawinan tersebut apakah sah atau malah tidak sah. Berkenaan dengan
paparan tersebut, pasal-pasal dalam UU Perkawinan yang dianggap relevan
dengan perkawinan beda agama masih sangat multitafsir sehingga kepastian
hukum dalam konteks ini sulit diwujudkan.** Namun, biasanya masalah
perkawinan beda agama ini dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan
yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan pasal ini, jika suatu hukum agama di Indonesia melarang
perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda maka UU Perkawinan juga
menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Indonesia.
Sebaliknya, jika hukum agama memperbolehkan perkawinan tersebut, maka
perkawinan beda agama dapat dianggap sah menurut hukum Indonesia. *?

Ketidakmungkinan pelaksanaan perkawinan beda agama tertentu di
Indonesia, menyebabkan munculnya berbagai model penyelesaian alternatif

dalam masyarakat yang salah satunya adalah dengan melangsungkan

10 Supra Note 3, him.3-4
" Supra Note 9, him.247
2 Supra Note 3, him 4



perkawinan di luar negeri.’® Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan
seseorang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, yaitu antara lain
karena negara Indonesia tidak memiliki aturan yang mengatur adanya lembaga
perkawinan beda agama. Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan mengatur
perkawinan di luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama WNI atau salah
satu pihaknya WNI sedangkan pihak lain adalah WNA.** Negara yang
biasanya dipilih untuk dapat melaksanakan perkawinannya secara beda agama
adalah negara Australia, Singapura, Hongkong karena negara-negara tersebut
menganut model perkawinan sipil (civil marriage) tanpa menggunakan
perkawinan agama (religious marriage)”. Contoh dari dilakukannya
perkawinan beda agama di luar negeri dilakukan oleh sejumlah kalangan artis
di Indonesia, yaitu pasangan Yuni Sara dan Heri Siahaan, pasangan Ari
Sihasale dan Nia Zulkarnaen, serta Titi Kamal dan Cristian Sugiono.*® Adanya
fakta maupun beberapa peristiwa perkawinan beda agama di luar negeri yang
kerap terjadi dalam masyarakat Indonesia, menunjukkan bahwa peristiwa
tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan merupakan kebutuhan
masyarakat mengingat ciri khas masyarakat Indonesia yang majemuk.

Adapun di Indonesia, hukum perkawinan didasarkan kepada hukum
agama, berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan sebagaimana telah disebut di atas,
sehingga pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri
berdasarkan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan yang tidak berdasarkan hukum
agama ketika dibawa ke Indonesia yang menganut hukum perkawinan
berdasarkan agama, akan menimbulkan masalah tersendiri.!’ Hal ini
mengakibatkan adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan) dengan kenyataan yang terjadi
(adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri oleh masyarakat

Indonesia). Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan merupakan pasal untuk

®1d, him.5
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melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri namun frasa dari pasal
tersebut juga membatasinya dengan frasa “bagi WNI tidak melanggar
ketetentuan undang-undang ini.” Artinya, meskipun perkawinan yang
dilangsungkan di luar negeri akan dianggap sah tetapi tetap harus
dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Hal ini
menunjukkan adanya inkonsistensi dari Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan yang
memperbolehkan melaksanakan perkawinan di luar negeri (dalam arti
perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum agama) namun di sisi lain bagi
WNI harus melaksanakan perkawinannya sesuai dengan hukum agama.

Pasangan beda agama tersebut yang telah melaksanakan perkawinannya
di luar negeri wajib mendaftarkan perkawinannya di Kantor Pencatat
Perkawinan tempat tinggal mereka. Menurut pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan
yang berbunyi:

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor
Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”

Selanjutnya, hal tersebut diatur lebih khusus dalam Pasal 37 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(yang selanjutnya disebut dengan UU Adminduk) yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat
tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan
kembali ke Indonesia.”

Tentang pelaporan perkawinan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan sedangkan pengaturan mengenai pencatatan
perkawinan diatur dalam UU Adminduk. Menurut UU Adminduk, Pasal 38
UU Adminduk mengatakan bahwa mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.



Di sisi lain, permasalahan perkawinan sesama WNI beda agama yang
dilangsungkan di luar negeri ini merupakan permasalahan Hukum Perdata
Internasional (HPI). Dalam kajian HPI ini, suatu persoalan di bidang hukum
keperdataan disebut sebagai masalah HPI jika ada unsur asing, baik karena
unsur personal ataupun berdasarkan teritorialnya. Unsur personal dalam HPI
misalnya adalah perkawinan campuran dalam konsep UU Perkawinan (yaitu
antara WNI dan WNA) sedangkan unsur teritorial, misalnya sama-sama WNI
tetapi melaksanakan perkawinan di luar negeri.’* Seorang WNI yang
seharusnya tunduk dengan hukum Indonesia, tetapi melaksanakan perkawinan
di wilayah hukum yang berbeda yaitu di luar negara asalnya merupakan dua
wilayah hukum yang berbeda. Adanya perbedaan wilayah hukum tersebut
menyebabkan kasus ini dianggap sebagai kasus HPI. Secara teoretis, dalam
HPI dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian
“perkawinan campuran”, salah satunya adalah pandangan yang beranggapan
bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para
pihak berbeda kewarganegaraan/nasionalitasnya®.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, dapat dikatakan bahwa
dalam hukum perkawinan, prinsip HPI yang dianut di Indonesia adalah
perpaduan prinsip kewarganegaraan (tidak bertentangan dengan undang-
undang) dan asas lex loci celebrationis (berdasarkan hukum negara
setempat).” Penulis sependapat dengan Sudargo Gautama bahwa Indonesia
(Civil Law System) menggunakan prinsip kewarganegaraan untuk menentukan
status personal, sedangkan negara-negara penganut Common Law System
(dalam hal ini contoh tempat dilangsungkannya pernikahan seperti di
Australia) menggunakan domisili dalam menentukan hukum status personal.*
Berdasarkan kedua prinsip yang dianut dalam pasal tersebut, maka

perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri yang tidak sesuai dengan hukum

¥ Id, him.9-10
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perkawinan di Indonesia yang berdasarkan hukum agama, menimbulkan suatu
polemik tersendiri.?? Zulfa Djoko Basuki, pakar Hukum Perdata Internasional,
mengaitkan perkawinan di luar negeri ini dengan Pasal 16 AB (Algemene
Bepalingen van wetgeving), yang menyebutkan: “Bagi Warga Negara
Indonesia dimanapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia.”*

Sahnya suatu perkawinan, diperlukan dua syarat, yaitu syarat formal dan
syarat materiil.?* Syarat formal diatur dalam Pasal 18 AB yakni “tunduk pada
hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan” (lex loci celebrationis). Jika
negara di mana perkawinan dilangsungkan berlaku perkawinan sipil, maka
perkawinan harus dilakukan secara sipil. Untuk syarat materiil, misalnya
mengenai batas usia menikah, adanya perbedaan agama maka akan
diberlakukan hukum nasional (dalam hal ini hukum Indonesia). Kedua syarat
harus dipenuhi oleh WNI yang hendak menikah di luar negeri.®

Terkait dengan Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan WNI beda
agama di luar negeri selama ini biasanya para pasangan mendaftarkan
perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat setibanya di Indonesia. Data
hasil pendaftaran tersebut, dimasukkan ke dalam data pendaftaran perkawinan
luar negeri. Sementara itu, petugas catatan sipil memiliki kewajiban untuk
mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut. Dalam melakukan kewajibannya,
petugas catatan sipil memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi data
dalam melakukan pencatatan. Verifikasi data yang dimaksud adalah mengenai
data-data informasi perkawinan tersebut seperti perkawinan telah sah di luar
negeri, para pasangan telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku menurut
hukum tempat perkawinan di langsungkan, para pasangan memiliki akta
perkawinan sah yang diterbitkan di tempat perkawinan dilangsungkan.

Dalam persoalan perkawinan beda agama di luar negeri, pada praktiknya

para petugas catatan sipil biasanya langsung mendaftar perkawinan WNI beda
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agama tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendaftar dan
mencatat segala peristiwa hukum di bidang status personal yang terjadi bagi
para warga seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa dengan kata lain petugas catatan sipil yang langsung
mencatat karena tidak menggunakan wewenangnya untuk memeriksa
verifikasi data yang dimaksud di atas.

Berdasarkan paparan di atas, akan timbul suatu permasalahan bagaimana
bila para petugas pencatat perkawinan menggunakan wewenangnya untuk
melakukan verifikasi data terkait dengan keabsahan perkawinan yang telah
dilangsungkan di luar negeri yang telah sah menurut hukum tempat
perkawinan dilangsungkan dapat dianggap tidak sah ataukah penggunaan
wewenang tersebut tidak memiliki dampak terhadap keabsahan perkawinan
tersebut.

Dalam pencatatan perkawinan luar negeri ini yang dicatat adalah
peristiwa perkawinan para pasangan tersebut bukan mengeluarkan akta
perkawinannya, sedangkan akta perkawinannya telah diterbitkan di negara
tempat perkawinan berlangsung.?® Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya memenuhi syarat formil saja.
Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan
tersebut tetap dilaksanakan. Ini menunjukkan tidak ada persesuaian, antara
ketentuan undang-undang (khususnya UU Perkawinan yang hukum
perkawinannya berdasarkan hukum agama) dengan apa yang terjadi dalam
praktiknya (tindakan pencatatan atas perkawinan beda agama di luar negeri).
Pada kenyataannya, pasangan perkawinan beda agama dapat melangsungkan
perkawinan di luar negeri dan dapat mendaftarkan atas peristiwa
perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat
tinggalnya.?’

Pencatatan oleh petugas catatan sipil mengenai perkawinan beda agama

yang dilangsungkan di luar negeri ini dapat dikatakan sebagai bentuk
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penerimaan terhadap penetapan atau putusan hukum asing. Pada hakikatnya,
sikap penerimaan pemerintah Indonesia terhadap melalui pencatatan atas
perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri tersebut juga
merupakan permasalahan HPI. Apakah penerimaan perkawinan beda agama di
luar negeri yang kemudian dicatatkan tersebut mengganggu ketertiban umum
negara Indonesia atau tidak (dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan
tersebut tidak sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia). Sementara
berdasarkan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan sebagaimana disebut
sebelumnya, secara tegas dinyatakan bahwa “...bagi WNI tidak bertentangan
dengan undang-undang di Indonesia®.” Dalam praktiknya, para pasangan
WNI beda agama yang telah melaksanakan perkawinannya di luar negeri
setibanya di Indonesia, mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor
Pencatatan Sipil dan para petugas catatan sipil langsung mendaftar dan
mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan luar negeri tanpa
memeriksa kembali mengenai keabsahan substansi perkawinan tersebut dan
tidak memilah apakah perkawinan tersebut beda agama atau tidak.

Di sisi lain, perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri
juga sering dianggap sebagai penyelundupan hukum. Istilah ini juga
merupakan kajian HPI. Penyelundupan hukum biasa dilakukan seseorang
guna menghindari pelaksanaan suatu perbuatan yang jelas-jelas tidak boleh
atau dilarang di suatu negara, kemudian ia memilih untuk melaksanakannya di
negara lain yang memperbolehkan perbuatan tersebut.”® Perkawinan WNI
beda agama di luar negeri dilakukan untuk menghindari hukum Indonesia
yang sulit melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia dan mereka
pergi ke negara lain yang lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan
perkawinan beda agama.

Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan merupakan lex specialis yang
memberikan kemungkinan kepada WNI untuk melaksanakan perkawinan beda

agama di luar negeri, terutama adanya klausul bahwa, “sah apabila dilakukan
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menurut hukum vyang berlaku di negara dimana perkawinan itu
dilangsungkan” atau prinsip lex loci celebrationis. Akan tetapi, dengan adanya
klausul lanjutan bahwa “dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan
undang-undang ini.” maka prinsip ketertiban umum bangsa Indonesia akan
terlanggar dengan adanya perkawinan WNI beda agama di luar negeri ini,
sehingga perbuatan itu dianggap sebagai penyelundupan hukum.® Penulis
berpendapat bahwa Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan memberikan pilihan
kepada WNI yang akan melakukan perkawinan beda agama ke luar negeri
sehingga memungkinkan adanya pengakuan atas perkawinan tersebut
(perkawinan telah sah menurut hukum tempat di mana perkawinan
dilangsungkan). Adanya pengakuan terhadap perkawinan tersebut
memungkinkan prinsip ketertiban umum akan terlanggar karena tidak sesuai
dengan hukum perkawinan Indonesia yang merupakan suatu tradisi yang
sudah mengakar®

Prinsip HPI lain yang mungkin relevan pula dalam masalah ini adalah
pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh (vested rights).
Prinsip ini berarti bahwa hak-hak yang telah diperoleh menurut hukum asing,
diakui dan sepenuhnya dilaksanakan oleh hakim negara asal atau hak-hak
yang telah diperoleh di luar negeri secara sah sedapat mungkin diakui dan
dihormati.®* Yang menjadi persolan dalam HPI dalam kaitan ini adalah apakah
hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah
hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh lex
fori (sistem hukum dari tempat di mana persoalan hukum diajukan sebagai
perkara). Jadi, persoalan “hak-hak yang diperoleh” seseorang (atau suatu
subjek hukum) berdasarkan hukum asing tertentu, hampir pasti berkaitan
dengan status hukum yang diterbitkan oleh sistem hukum asing itu.*®

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan perkawinan WNI beda

agama yang dilaksanakan di luar negeri ini perlu dikaji berdasarkan teori-teori

* Id, him. 294-295

3! Supra Note 21, him. 139-140
3 Supra Note 3, him. 11

3 Supra Note 21, him. 150

11



HPI, seperti tentang ketertiban umum, penyelundupan hukum serta teori
tentang pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh (vested
rights)® yang ditinjau terhadap Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan dikaitkan
dengan dampak tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil terhadap
keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, permasalahan mengenai
perkawinan beda agama masih menimbulkan pro dan kontra. Secara yuridis
normatif khususnya dalam UU Perkawinan, perkawinan beda agama adalah
tidak sah menurut hukum Indonesia karena hukum perkawinan Indonesia
berdasarkan hukum agama. Di sisi lain, adanya inkonsistensi dari Pasal 56
ayat 1 UU Perkawinan yang merupakan pelaksanaan perkawinan di luar
negeri masih menimbulkan kebingungan dalam masyarakat mengenai boleh
atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama menurut hukum Indonesia.
Namun, pengaturan mengenai perkawinan beda agama tidak hanya dapat
dilihat dari sudut pandang normative saja, tetapi perlu juga ditinjau dari
pendekatan secara sosiologis. Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan beda
agama di luar negeri kerap terjadi oleh masyarakat Indonesia dengan
menggunakan prinsip vested rights sebagai pelaksanaan dari Pasal 56 ayat 1
UU Perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan bahwa perkawinan semacam itu
perlu diakui dan dianggap untuk memberikan perlindungan bagi para
pasangan tersebut demi terciptanya keadilan.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga wajib untuk dilakukan karena
tindakan tersebut merupakan bagian dari hukum positif Indonesia sehingga
tindakan pencatatan memiliki dampak terhadap keabsahan perkawinan
tersebut. Petugas catatan sipil juga wajib untuk melakukan pencatatan atas
peristiwa perkawinan tersebut namun di sisi lain petugas catatan sipil juga
kerap kali melakukan penolakan untuk mencatat karena mereka menganggap
perkawinan harus sesuai dengan hukum agama sehingga hal tersebut juga
menjadi persoalan peneliti. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari
tindakan pencatatan terhadap perkawinan tersebut, maka akan timbul

i Supra Note 3, him.14

12



pertanyaan: Bagaimana hak-hak yang telah diperoleh (vested rights) oleh
pasangan beda agama yang telah melangsungkan perkawinan di luar negeri
apabila terjadi penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil?

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari penulis di atas, ditemukan suatu
permasalahan dimana penulis tertarik untuk membahasnya dengan melakukan
penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DAMPAK TINDAKAN
PENCATATAN OLEH PETUGAS CATATAN SIPIL TERHADAP
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TERTENTU YANG
DILAKUKAN WNI DI LUAR NEGERLI.”

1.2 ldentifikasi Masalah
1. Apakah dampak dari tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil
terhadap perkawinan beda agama tertentu di luar negeri yang telah
sah berdasarkan vested rights oleh dua orang Warga Negara Indonesia
dapat dikatakan melanggar prinsip ketertiban umum?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan masalah yang timbul,
yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dampak dari tindakan
pencatatan oleh petugas catatan sipil terhadap perkawinan beda
agama tertentu di luar negeri yang telah sah berdasarkan vested rights
oleh dua orang Warga Negara Indonesia dapat dikatakan melanggar
prinsip ketertiban umum

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai inkonsistensi dari
Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan yang mengakibatkan adanya tumpang
tindih antara perkawinan beda agama yang telah sah di luar negeri
berdasarkan vested rights dengan hukum perkawinan di Indonesia

berdasarkan hukum agama masing-masing pihak.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya suatu tujuan
penelitian. Apabila tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat
terpecahkan secara tepat dan akurat, maka akan dirasakan manfaatnya secara
praktis maupun secara teoritis. Dalam hal ini, manfaat penelitian yang akan
dirasakan berupa menambah wawasan pembaca terutama mengenai hal-hal
yang berkenaan dengan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar
negeri terutama adanya pengakuan terhadap perkawinan yang dilangsungkan
di luar negeri secara sah menurut hukum tempat perkawinan dilangsungkan
terhadap hukum Indonesia dan keabsahan tindakan pencatatan oleh petugas
catatan sipil atas perkawinan beda agama, menggambarkan secara jelas akibat
hukum dari dilaksanakannya perkawinan di luar negeri, dan mendapatkan
kepastian dan perlindungan hukum terhadap calon pasangan beda agama yang
ingin melangsungkan perkawinan di luar negeri apabila terjadi masalah hukum

mengenai keabsahan perkawinannya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan
penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana
penelitian dilakukan dengan melihat pada sumber hukum primer, yaitu
peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder seperti buku-buku
hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan

sumber hukum tersier seperti KBBI dan Internet. *°

1.6 Sistematika Penulisan
1. BAB I: Pada bab ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang
menjadi latar belakang dilakukannya penulisan ini, identifikasi
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian,

dan rencana sistematika penulisan.

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, him.142-155

14



BAB I1: Pada bab ini penulis akan membahas pengaturan mengenai
perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia serta pelaksanaan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil
mengenai perkawinan beda agama.

BAB Ill: Pada bab ini penulis akan mengkaji asas-asas Hukum
Perdata Internasional yang terkait dengan perkawinan WNI beda
agama di luar negeri.

BAB IV: Pada bab ini penulis akan menganalisis identifikasi masalah
yang ada berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V: Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan atas seluruh
permasalahan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya dan

memberikan saran mengenai permasalahan tersebut.
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